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INFORMATIKA

T]NDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1992

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk
memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh fetahanan
nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai
rujuan nasional berdasarkan pancasi la dan (  Indang_Undang Dasar 1945.

b. bahwa transpoftasi di jaran sebagai sarah satu moda transportasi tidak
dapat dipisahkan dari moda_moda transportasi lain yang ditata dalam
sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi
kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu
menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda
transportasi  la innya, per lu lebih dikembangkan potensinya dan
ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional
maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak
pembangunan nasional. demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan
angkutanjalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas
dan angkutanjalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan
bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna
dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan
jalan dalam undang-undang.

Mengingat : L Pasal 5 ayat (l), pasal 20 ayat ( l ) dan pasal 33 Undang-Undang Dasar
t945:.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 83, tambahan Lembaran Nesara Nontor J l g6).
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BAB I I
ASAS DANTUJUAN

Pasal 2

' Transportasijalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan
' asas riranfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan

- umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.

Pasal 3

Transportasijalan disetenggarakan dengan tujuan unhrk mewujudkan lalu lintas dan anghrtan
jalan dengari selamat, aman, cepat, lancar, tertib, daan teratur, nyaman dan efisien, mampu
memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau selunrh pelosok wilayih daratan, untuk
menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong' penggerak dan
penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

BABII I
PEMBINAAN

Pasal 4

(l) Lalulintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh
pemerintah.

(2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutanjalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam

Undang-Undang in;..

Pasal 5

( I ) Pembinaan lalu lintas dan angkutanjalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan

lalulintas dan angkutanjalan dalam kescluruhan moda hansportasi secara terpadu dcngan
memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat mtuk mcwujudkan tujuan scperti

dalam pasal (3).

" (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

9 Pemerintah.
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BAB TV
PRASARANA

Bagian Pedama
Jaringan Trasportasi Jalan

Pasal 6 
:

( I ) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi .
lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan jaringan transportasi jalan yang

menghubmgkan seluruh wilayah tanah air.
(2) penetapanjaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) didasarkan pada

kebuhrhan transportasi, fungsi, peranan' kapasitas lalu linhs dan kelasjalan'

Bagian Kedua
Kelas Jalan dan Pengguna Jalan

Pasal 7

( I ) untuk pengaturan penggunaanjalan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam

beberapa kelas.
(2) pengaturaaan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) diatur lebih lanjd dengan

Peraturan Pemerintah'

Pasal 8

(l) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi

pemakai jalan, jalan wajib diengkapi dengan :

a. Rambu-rambu;
b. Marka Jalan
c. alat pemberi isyarat lalu lintas'
d. alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan;

e. alat pengawasan dan pengamanan jalan;

f. fasiliis p-endukung kegiatan lalu lintas dan angkutanjalan yang berada dijalan dan di luar

jalan. 
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Bagian Ketiga
Terminal

( I ) Untuk menrutjang kelancaran mobilitas orang maupur arus barang dan untuk terlaksananya

keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat

dibangun dan diselenggarakan terminal.
(2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (l) dilaksanakan oleh

penrerintah dan dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia.
(3) Penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) dilakukan oleh pemerintah.
(4) Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud

dalarn ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pernerintah.

Bagian Keempat
Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal I I

( l) Unnrk rnenunjang keselamatan, keamanan, keterlibatan dan kelancaran lalu lintas dan

angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir mtuk umum.
(2) Fasi l i tas parkir  untuk umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ( l )  dapat

diselenggarakan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) dan ayat (2) di

atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
KENDARAAN

Pasal l2

(l) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalanhams sesuai dengan peruntukannya.

memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan serta sesuai dengan kelasjalan yang dilalur.

(2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang

dibuat dan / atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan perunttrkan

dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik
j  a lan.

( J ) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) dan ayat (2) diatur lebih lanj ut dengan

Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kedua
Pengujian Kendaraan Bernotor

( I ) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang

dioperasikan di jalan wajib diuji.
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) meliputi uji tipe dan/atau uji berkala.

(3) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) diberikan tanda

bukti.
(4) Persyaratan, tata cara pengujian, masa berlaku, dan pemberian tanda bukti sebagaintana

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Penrerintah.

Bagian Ketiga
Pendaft aran Kendaraan Bermotor

Pasal 14

( I ) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan'

(2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor.

(3) Syarat - syarat dan tata cara pendaftaran, bentuk. dan jenis tanda bukti pendaftaran

sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.
Bagian KeemPat

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Pasal 15

(l) Agar kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan

diselenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel

bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) di atur lebih lanjut

Pernerintah.
Bagian Kelima

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

laik ja lan. dapat

umunr kendaraatr
dengan Peratr.rran

Pasal 16

( I ) Untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban dan ketertiban lalu Iintas dan angkutan jalan'

dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan berlrlotor di jalan'
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(2)Pemeriksaankendaraanbermotorsebagaimanadimaksudda|amayat( | )me| iPt | i i :
a. pemeriksaan persyrratan teknis dan laik jalan'

i. p"rn",it *an iand-a bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau sural larr<la coba

kendaraan bermotor' dan surat ijin pengcmudi sehagaimena dimaksud dalanr pasal I 3'

Pasal 14, Pasal l8 dan lainJain yang diperlukan'

(3)KetentuanmengenaisyarahsyaratdantatacarapenreriksaansebagainrarradinraksuddaInnl
ayat ( | ) dan 

"ylt 
(Z) di"tur l"bih lanjut dengan Peraturan Pemerintah'

Bagian Keenam

Persvaratan Kendaraan'fidak Berrnoior

Pasal l7

( I ) Setiap kendaraan tidak berrnotor yang tlioperasikan di.ialan wniib rnettlentthi |crsy:r[alan

keselanratan.
(2)PersyaratankeseIantalansebagaimanadirrraksrrddaIamayat( | )diat t | r |ebi l r Iarr j t t t<|cngan

Peraturan Penrerintah.
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